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ABSTRACT

Land acquisition for the public interest is an activity of providing land
carried out with the aim of carrying out development. The development is expected
to fulfill basic needs and improve people's welfare. In order to accelerate the
development, President Jokowi issued Presidential Regulation No. 3/2016 on state
strategic projects (PSN). One of the strategic state projects launched by the
government is the construction of the Bener Dam located in Central Java. In the
implementation of this project, there are still obstacles related to land acquisition
carried out in Wadas Village for mining where mining is carried out to meet the
material needs of dam construction. There was rejection by villagers who were
worried about the impact that the mining activities could have, causing agrarian
conflicts. Some parties also consider that the land acquisition mechanism carried
out for mining in Wadas Village is not in accordance with the land acquisition law.
This research aims to analyze agrarian conflicts that occur in Wadas Village,
analyze land acquisition carried out in Wadas Village through the perspective of
the Law. And this research will also discuss the benefit side considering the impact
of mining will damage productive land that has been the livelihood of villagers.

In this research, the author uses empirical juridical research methods.
Empirical juridical research is legal research related to the enactment or
implementation of normative legal provisions in action on each specific legal event
that occurs in society. Based on the results of the study, it shows that the agrarian
conflict in Wadas village occurred because of the rejection by the residents of
Wadas village as a form of protection of their living space, besides that there is also
a structural conflict in which the regulations used in land acquisition in Wadas
village are not in accordance with the Land Acquisition Law. in its implementation
there are also principles that are not carried out by the government such as the
principle of openness, participatory principles and others.

The impact of this mining will also be quite detrimental to residents
considering that mining will be carried out on productive land that supports
villagers and the location is also an area located in the highlands and is classified
as prone to landslides. In addition, the mining can also potentially kill the springs
that have been supporting residents. In the Islamic perspective, the purpose of the
Sharia (Magashid Sharia) is to protect religion, soul, mind, property, and offspring
or better known as Ushul al-Khams. if Magashid Sharia is not achieved, it can be
said that mining carried out in Wadas Village does not fulfill the benefit.

Keywords: Agrarian conflict, Mechanism of land acquisition, Maslahah



ABSTRAK

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah kegiatan menyediakan
lahan yang dilakukan dengan tujuan untuk melaksanakan pembangunan.
Pembangunan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka percepatan pembangunan
tersebut, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden No. 3/2016 tentang
proyek strategis negara (PSN). Salah satu proyek strategis negara yang dicanangkan
pemerintah adalah pembangunan Bendungan Bener yang terletak di Jawa Tengah.
Dalam pelaksanaan proyek ini masih terdapat kendala terkait pengadaan tanah yang
dilakukan di Desa Wadas untuk pertambangan dimana pertambangan yang
dilakukan bertujuan memenuhi kebetuhan material pembangunan bendungan.
Terjadi penolakan oleh warga desa yang khawatir akan dampak yang dapat
ditimbulkan dari kegiatan pertambangan tersebut hingga menimbulkan konflik
agraria. Beberapa pihak juga menilai bahwa mekanisme pembebasan lahan yang
dilakukan untuk pertambangan di Desa Wadas tidak sesuai dengan undang-undang
pengadaan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik agraria yang
terjadi di Desa Wadas, menganalisis pengadaan tanah yang dilakukan di desa wadas
melalui sudut pandang Undang-Undang. Dan juga penelitian ini juga akan
membahas mengenai sisi kemaslahatan mengingat dampak dari pertambangan akan
merusak tanah produktif yang selama ini menjadi tumpuan hidup warga desa.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis
empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum terkait berlakunya atau
implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa
hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian
menunjukkan bahwa konflik agraria di desa wadas terjadi karena penolakan yang
dilakukan oleh warga desa wadas sebagai bentuk perlindungan terhadap ruang
hidup mereka, selain itu juga terdapat konflik struktural yang mana regulasi yang
dipakai dalam pengadaan tanah di desa wadas tidak sesuai dengan Undang-Undang
pengadaan tanah. dalam pelaksanaannya juga terdapat asas-asas yang tidak
dijalankan oleh pemerintah seperti asas keterbukaan, asas partisipatif dan lain-lain.

Dampak dari dilakukannya pertambangan ini juga akan cukup merugikan
warga mengingat pertambangan akan dilakukan di lahan produktif yang
menghidupi warga desa dan lokasinya juga merupakan daerah yang berada di
dataran tinggi dan tergolong rawan longsor. Disamping itu, pertambangan tersebut
juga dapat berpotensi mematikan sumber mata air yang selama ini menghidupi
warga. Dalam perspektif islam, Tujuan diadakannya syariat (Magashid Syariah)
adalah untuk menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan atau yang lebih
dikenal dengan istilah Ushul al-Khams. jika Magashid Syariah tidak tercapai, maka
dapat dikatakan pertambangan yang dilakukan di Desa Wadas tidak memenuhi
kemaslahatan.

Kata kunci: Konflik agraria, Mekanisme pembebasan lahan, Maslahah
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi
berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987

dan Nomor: 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar

uraiannya adalah sebagai berikut:

Konsonan Tunggal

Konsonan tunggal meliputi:

| Alif tidak dilambangkan | tidak dilambangkan

< ba’ B Be

< ta’ 1 Te

& §a° S es (dengan titik di atas)

z Jim J Je

d ha’ H ha (dengan titik di bawah)
d kha’ Kh ka dan ha

A Dal D De

3 74l | ze (dengan titik di atas)

J ra’ Er

3 Zai Zet

o Sin Es

S Syin Sy es dan ye

ue Sad S es (dengan titik di bawah)
o Dad D de (dengan titik di bawah)
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b ta’ te (dengan titik di bawah)
5 74’ Z zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain ¢ Koma terbalik di atas

& Gain G Ge dan ha

o fa’ F Ef

d Qaf Q Qi

< Kaf K Ka

Jd Lam L El

a Mim M Em

O Ndn N En

3 wawia | W We

A h&’ H Ha

s Hamzah | ¢ Apostrof

¢ ya’ Y Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

-

A Ditulis Sunnah
e Ditulis ‘illah

C. Ta’Marbutah diakhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h
ailall Ditulis al-Ma’idah
dpadas) Ditulis Islamiyyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).



2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah maka
ditulis dengan “A”

b dal) 43 e Ditulis Mugaranah al-ma zahib

3. Bila Ta’marbuttah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah
ditulis t atau h

ShilBl) Ditulis Zakah al-fitri

D. Vocal Pendek

1. e Fathah Ditulis A

Jad Ditulis fa’ala
2. —_— Kasrah Ditulis |

A Ditulis ZuKira
3. — dhammah Ditulis U

Yy Ditulis Yazhabu




E. Vokal Panjang

=~

1. | Fathah + alif Ditulis A
Clsins) Ditulis Istihsan
2. | Fathah + ya’ mati | Ditulis A
A Ditulis Unsa
3. | Kasrah + ya’ mati | Ditulis I
sl Ditulis al-‘Alwant
4. | Dammah + wawu | Ditulis U
mati
pole Ditulis ‘Uliam

F. Vokal Rangkap

1. | Fathah + ya’ mati Ditulis Al

P Ditulis Gairihim
2. | Fathah + wawu mati Ditulis Au

Jot Ditulis Qaul

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu kata Dipisahkan dengan Apostrof

Adilf Ditulis A’antum
s Ditulis U’iddat
Al s ol Ditulis La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Biladiikuti dengan huruf gomariyyah ditulis menggunakan huruf “1”

LAl Ditulis Al-Qur’in

oball Ditulis Al-Qiyas

Xi



2. Bila diikuti huruf

Syamsiyyah  ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el) nya.

W]

Ditulis

Ar-Risalah

sl

Ditulis

An-Nisa’

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

(51)“ Jal

Ditulis

ANl al-Ra’yi

o) Jal

Ditulis

Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf

awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang,

maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf

awal kata sandangnya. Contoh:

K. Pengecualian

S8 ANT A O30 i Guaa ) e

Syahru Ramadhan al-Lazi unzila fih al-Qur’an

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada Kosa kata Arab yang lazim

digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Tanah merupakan sebuah contoh nyata anugerah dari Allah SWT karena
diatasnya-lah Kkita dapat beribadah dan bermuamalah. Tak hanya apa yang bisa
dilakukan di atasnya, di dalam tanah juga terdapat banyak sekali sumber kekayaan
alam yang bisa sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Maka dari itu manusia
memiliki tanggung jawab untuk mengelolanya secara wajar dan tidak merusak,
seperti yang diperintahkan dalam Firman Allah dalam yang berbunyi sebagai

berikut:

103 ¥ 0 sl 4 20 9

Di negara Indonesia, pengelolaan sumber daya alam harus berfokus untuk
mensejahterakan dan memakmurkan rakyat Indonesia. Kewajiban ini terkandung
dalam bunyi Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang
menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.? sehingga Negara memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya
alam di semua wilayah Indonesia. Hal ini juga menjadi legitimasi negara untuk

menguasai sumber daya alam dan sekaligus memberikan kewajiban untuk

! Al-Bagarah (2):2
2 Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat 3



mengelola sumber daya alam tersebut untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat
Indonesia. Dalam implementasinya, salah satu bentuk pengelolaan yang harus
dilakukan oleh pemerintah adalah perencanaan pembangunan nasional. Mengacu
pada alinea ke 4 pembukaan Undang-Undang dasar 1945, pembangunan nasional
ditujukan untuk mewujudkan kemakmuran dalam berbangsa maupun bernegara.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan nasional untuk
memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
pemerintah memandang perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional. Terkait kebijakan tersebut Presiden Joko Widodo pada tanggal
8 Januari 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun
2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dalam Perpres ini
disebutkan, Proyek Strategis Nasional (Selanjutnya disebut PSN) adalah proyek
yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang
memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan
pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
pembangunan daerah.®

Pada Perpres Nomor 109 Tahun 2020, Salah satu bentuk PSN adalah
Bendungan Bener. Lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan
tersebut berada di wilayah Kabupaten Purworejo dan Wonosobo. Sedangkan yang
selama ini menjadi polemik adalah pengadaan tanah di wilayah Desa Wadas

Kabupaten Purworejo yang nantinya akan dijadikan penambangan batu andesit

3 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional



yang digunakan untuk pemenuhan material pembangunan bendungan. Banyak
warga desa wadas yang menolak akan penambangan tersebut, karena menurut
mereka penambangan tersebut bisa merusak alam dan sumber-sumber yang selama
ini menghidupi mereka.

Jika melihat asas pengaturan Desa pada Undang-Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa kita bisa melihat Desa wajib diatur dengan prinsip kemandirian
dan keberlanjutan dan melihat pasal 4 huruf a Undang-Undang a quo Desa harus
mendapatkan pengakuan dan penghormatan atas Desa dikarenakan Desa sudah ada
dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Maka adanya konflik pada Desa Wadas dapat diduga
sebenarnya ada pelanggaran pada pengakuan dan penghormatan atas Desa yang
mandiri oleh pemerintah. Konflik Pengadaan tanah pada Desa Wadas dijelaskan
oleh I Gusti Agung Made Wardana yang menyatakan bahwa paradigma pengadaan
tanah untuk kepentingan umum sering kali tidak mempertimbangkan nilai sosial
dan spiritual dari tanah karena nilai ini sulit dikonversi dalam bentuk uang berupa
ganti rugi. Kalau pun bisa ini akan menaikkan ongkos transaksi pengadaan tanah.

Dalam kasus Wadas, pemerintah memandang tanah sebagai salah satu hal
yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat diganti rugi, sementara warga Desa
Wadas memandang tanah lebih dari itu, tanah bagi mereka merupakan ruang hidup,
tempat tinggal dan sumber penghasilan berkelanjutan yang berharga. Konflik yang
timbul ini memperlihatkan adanya perbedaan paradigma antara negara dan
masyarakatnya. Konflik sosial selalu dipotret hanya dari kepentingan nasional saja

namun sangat jarang diletakan dengan pendekatan kearifan lokal yang seharusnya



menjadi potensi negara ini yang dijaga kelestariannya. Konflik Desa Wadas
menjadi salah satu contoh paling terbaru bahwa pendekatan yang dilakukan oleh
Pemerintah sering kali tidak melihat prinsip pembangunan berkelanjutan dan tidak
menghargai peran Desa sebagai mitra penyokong pembangunan negara.

Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, pada
Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang
Pembaruan atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Bendungan Bener di Purworejo, menimbulkan banyak perdebatan bukan karena
pembangunan bendungan akan tetapi dalam Surat Keputusan tersebut tidak berbeda
dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/29 Tahun 2020
tentang Persetujuan Perpanjangan atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan Bendungan Bener di Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi
Jawa Tengah. SK Gubernur Nomor 590/20 Tahun 2021 tidak memuat adanya
pengadaan tanah untuk dilakukan dengan tujuan pertambangan. akan tetapi
realitasnya pelaksanaan pengadaan tanah tidak hanya dilakukan untuk
pembangunan bendungan saja namun juga dilakukan untuk pertambangan batu
andesit

Dalam pengaturan hukum di Indonesia, Pengadaan tanah untuk kepentingan
umum telah di atur dalam UU No.2 tahun 2012. Adapun dalam pengadaan tanah
untuk kepentingan umum menurut UU No. 2 tahun 2012 dalam pasal 2 terdapat
asas-asas sebagai berikut: kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian,
keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan

keselarasan. Pada asas keterbukaan, seharusnya terkait pembangunan Bendungan



Bener dan pertambangan batu andesit sejak diatur dalam SK Nomor 590/20 Tahun
2021 bahkan Surat Keputusan sebelumnya tidak memuat adanya pernyataan terkait
pertambangan. Kegiatan pertambangan tentunya akan berdampak buruk pada
lingkungan hidup, terlebih bagi warga yang berada disekitar kegiatan
pertambangan. Namun pada kenyataanya bahkan warga desa pada awalnya tidak
diberi tahu sama sekali tentang kegiatan pertambangan tersebut. Dengan demikian,
maka pertambangan tersebut telah melanggar asas keterbukaan yang mana
sebelumnya tidak diberitahukan jika akan dilakukan pertambangan kepada warga
sekitar. Selain itu, kegiatan pertambangan sendiri telah diatur dalam Undang-
Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu bara, yang mana dalam
Undang-Undang Minerba tersebut terdapat kewajiban pembuatan AMDAL dan
Izin usaha pertambangan (IUP) sebagai suatu bentuk penjagaan terhadap
keberlanjutan lingkungan hidup. Pada kasus pertambangan Desa Wadas,
pertambangan dan pembangunan bendungan hanya memiliki 1 AMDAL yang
terdiri dari 2 jenis kegiatan tersebut dan tidak memiliki IUP.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa tengah Nomor 509/41 Tahun
2018 yang kemudian diperpanjang dengan SK Nomor 539/29 Tahun 2020, bahkan
setelah melakukan pembaruan atas penetapan lokasi dengan SK Nomor 590/20
Tahun 2021 di dalamnya sekalipun tidak menyebutkan terkait adanya penambangan
untuk pembangunan bendungan, seakan-akan penambangan batu andesit adalah
kegiatan yang termasuk dalam pembangunan bendungan untuk kepentingan umum.
Padahal keduanya merupakan hal yang berbeda dan pertambangan di atur dengan

khusus oleh UU Minerba sehingga ketentuan dasar yang terkandung pada UU



minerba dalam melakukan pertambangan batu andesit seperti IUP, AMDAL dan
sebagainya harus tetap dipenuhi sebagai suatu bentuk ketaatan terhadap regulasi
hukum yang ada.*

Warga Wadas tidak menolak adanya pembangunan bendungan akan tetapi
yang menjadi permasalahannya adalah adanya penggalian batuan andesit di tanah
yang memiliki nilai ekonomis dan menjadi tempat banyak warga menggantungkan
hidupnya. Beberapa alasan lain penolakan pertambangan oleh warga, antara lain®:

1. kawasan Wadas memiliki fungsi sangat penting untuk dimanfaatkan

sebagai lahan pertanian;

2. kekhawatiran menimbulkan tanah longsor

3. kekhawatiran matinya sumber mata air warga

Berdasarkan pandangan Menteri ESDM, Arifin tashrif menilai pengambilan
batu andesit di Desa Wadas tidak tergolong sebagai pertambangan ditujukan
keperluan komersial, sehingga hanya mengacu pada skema pengadaan tanah
komersial sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan
Umum.® Sebaliknya, sejumlah pihak menilai skema pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum yang diterapkan oleh Kementerian PUPR

bagi proyek pertambangan batu andesit di Desa Wadas dinilai tidak tepat, karena

4 Lex Journal: Kajian Hukum dan keadilan, Kepastian hukum pengadaan tanah untuk
pembangunan bendungan Bener dan pertambangan di desa Wadas dengan adanya perubahan uu
mineral dan batu bara, Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan (unitomo.ac.id)

5> Rafika Sari, Dilema Wadas sebagai Pendukung, Pusat Penelitian Badan Keahlian, 2022.

® Fuji Pratiwi, “Soal Wadas, ESDM: Sepenuhnya Wewenang Kementerian PUPR” dalam
https//ekonomi.republika.co.id/berita/r7g192457/soal-wadas-esdm-sepenuhnya-wewenang-
kementerian-pupr, (Diakses pada tanggal 26 Agustus 2023, Pukul 10.00)



https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum

pertambangan tidak tergolong sebagai kepentingan umum. berdasarkan Pasal 10
UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak
menggolongkan pertambangan sebagai kepentingan umum.’

Pada kalasifikasi dalam pasal 10 UU Nomor 2 Tahun 2012 terkait
kepentingan umum memang memuat “Bendungan” sebagai kepentingan umum
yang tercantum. Sedangkan untuk pertambangan sama sekali tidak disebut.
Seharusnya jika pertambangan yang terkait pemenuhan kebutuhan Negara
dicantumkan agar memperoleh kejelasan dan kepastian hukum di dalamnya. Jika
memang tidak dicantumkan maka dapat dimaknai kegiatan penambangan dalam
bentuk apapun juga tidak tergolong sebagai kepentingan umum sebagaimana yang
dimaksud untuk pelaksanaan PSN (Proyek Strategis Nasional). Sehingga tetap
diperlukan adanya izin usaha pertambangan (IUP) dan Analisa Dampak
Lingkungan (AMDAL) proyek pertambangan yang terpisah dengan AMDAL
sebagaimana yang dimaksud dalam UU Minerba.®

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ditujukan untuk
mengurangi pengaruh negatif dan resiko buruk yang mungkin terjadi karena
kegiatan ataupun usaha yang dilakukan. Pengelolaan resiko tersebut harus melalui
mekanisme dan sistem hukum lingkungan. Sehingga AMDAL terkait adanya resiko
dalam kegiatan yang dilakukan melalui analisis ilmiah merupakan upaya preventif

sekaligus represif terhadap dampak yang akan terjadi pada lingkungan hidup.®

7 Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012

8 Rafika Sari, Dilema Wadas sebagai Pendukung, Pusat Penelitian Badan Keahlian, 2022.

® M. Daud Silalahi dan Kristianto, Perkembangan Pengaturan Amdal di Indonesia,
(Bandung; Keni Media, 2016)



Di dalam Islam sendiri Kita sangat di anjurkan untuk menjaga kelestarian
lingkungan hidup. Sebagaimana telah di firmankan Allah SWT dalam Q.S Al-a’raf
ayat 7 yang berbunyi:
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Kita mengenal dengan apa yang di namakan dengan Magashid Syariah.
Magashid syariah sangat erat kaitannya dengan maslahah karena dalam pengertian
sederhana, mashlahah merupakan sarana untuk merawat magasahid syariah.
contoh konkrit dari mashlahah ini adalah pemeliharaan atau perlindungan total
terhadap lima kebutuhan primer (Ushul al —khamsah),

1. Perlindungan terhadap agama (Hifzh al-Din),

2. Perlindungan Jiwa (Hifzh al-Nafs),

3. Perlindungan Akal (hifzh al-Aql),

4. Perlindungan keturunan (Hifzh al-Nasl),

5. Perlindungan harta benda (hifzh al-Mal).

kelima hal tersebut merupakan tujuan syariah (Magashid Syariah) yang
harus di rawat. Adapun terkait lingkungan hidup sudah jelas termasuk dalam
Magashid syariah yang dimana lingkung hidup ini harus kita jaga kelestariannya
untuk kesejahteraan beraneka ragam makhluk hidup lainnya. Menurut Yusuf al-
Qardhawi, menjaga lingkungan hidup sama dengan menjaga jiwa, menjaga akal,

menjaga keturunan, dan menjaga harta. rasionalitasnya adalah bahwa jika aspek —

10 Al-a’raf (7):56



aspek jiwa, akal, keturunan, dan harta rusak, maka eksistensi manusia dalam
lingkungan menjadi ternoda.*

Konsep maslahah juga dapat diterapkan dalam menghadapi kehidupan
bermasyarakat. Dimana pengaturan dan perundang-undangan sebenarnya ditujukan
untuk kemaslahatan masyarakat. Dengan kemaslahatan setiap orang mendapatkan
ketenangan. Hukum yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah mengajarkan untuk
menciptakan kedamaian dalam hidup dengan metode yang sudah diberikan ilustrasi
walau tidak terperinci. Dengan akal yang diberikan oleh Tuhan kepada makhluk-
Nya agar dapat membedakan baik buruk, benar salah, madarat maslahat terdapat
tugas besar untuk dapat menggunakannya dengan sebaik mungkin.!?

Maka dari penjabaran di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang
kemudian di tuangkan dalam bentuk Skripsi yang berjudul “PENGADAAN
TANAH BERDASARKAN UU NO. 2 TAHUN 2012 PERSPEKTIF

MASLAHAH (Studi di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo)”

. Rumusan Masalah

Dari sekilas penjabaran mengenai rumusan permasalahan di atas, maka dapat
dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana analisis konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas menurut teori

Perampasan Tanah?

1 yusuf Al Qardhawi, Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim
Shah (Jakarta; Pustaka Al — Kautsar, 2001), h. 46.

12 Rahayu Subekti, S.H, M. Hum, Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian, Yustisia Jurnal
Hukum, Vol. 5 No. 2 (Universitas Sebelas Maret, 2016), him. 379



2. Bagaimana analisis pengadaan tanah di Desa Wadas Kecamatan Bener

Kabupaten Purworejo dari sisi Yuridis Dan Maslahah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dari rumusan permasalahan diatas, adapun tujuan dan kegunaan penelitian

ini akan mendapatkan sebagai berikut:
1. Mengetahui bagiamana analisis konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas
Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo melalui terminologi perampasan tanah
2. Mengetahui bagaimana analisis yuridis dan maslahah dari pengadaan tanah di

Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo

D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis terlebih dahulu melakukan
penelusuran terhadap beberapa literatur baik berupa karya ilmiah maupun berupa
buku yang berkaitan dengan pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Adapun
beberapa karya hasil dari penelusuran penulis diantaranya sebagai berikut:

Jurnal Hukum Eldusturie dengan judul “Konflik agraria pembangunan
bendungan bener: Perspektif yuridis normatif”, Penelitian ini menunjukkan bahwa
Pemerintah melalui beberapa peraturan perundang undangannya menyatakan
bahwa kegiatan pertambangan tersebut sudah sesuai dengan aturan, yakni terdapat
dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No.4 Tahun 2009 tentang
pertambangan mineral dan batu bara, disebutkan pula dalam Perpres No 58 Tahun
2017 bahwasannya kegiatan pertambangan ini sudah sesuai aturan. Namun dalam

konsep teori hukum progesif hendaknya hukum bisa mengakomodasi aspirasi

10



perubahan sosial demi tercapainya keadilan dan emansipasi publik, hukum harus
mengutamakan tujuan yakni ujuan sosial yang ingin dicapai serta akibat yang
timbul dari bekerjanya hukum itu.*3

Jurnal Hukum Lex Journal: Kajian Hukum dan Ham dengan judul Kepatian
hukum pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan bener dan pertambangan
Di Desa Wadas dengan adanya perubahan UU Mineral dan Batu bara” Penelitian
ini bertujuan mengetahui akibat yang ditimbulkan mengenai perubahan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2020 terkait minerba terhadap pelaksanaan penambangan
khususnya di desa Wadas terkait penambangan batu andesit. Dengan kesimpulan
bahwa UU Minerba yang baru membuat kontrol terkait penambangan menjadi
longgar terkait pengawasannya.*

Jurnal Hukum dengan judul “kajian tentang Pembangunan Proyek strategis
nasional (PSN) Dan Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila)” penelitian ini
menunjukkan masih kuatnya nuansa kepentingan pragmatik yang mengabaikan
tatanan hukum dalam proyek strategis nasional.*®

Skripsi Muhammad Tsabit Abullah dengan judul “Implementasi pengadaan
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum terhadap rencana Pembangunan
Bandara baru di Kabupaten Kulonprogo”, Dari hasil penelitian menyimpulkan

pertama, pelaksanaan pengadaan tanah di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon

13 Rooza Meilina Anggraeni, “Konflik Agraria Pembangunan Bendungan Bener
Purworejo: Perspektif Yuridis Normatif” Jurnal EI-Dusturie, Vol.1, No.1, (Juni 2022)

14 | ex Journal: “Kajian Hukum dan keadilan, Kepastian hukum pengadaan tanah untuk
pembangunan bendungan Bener dan pertambangan di desa Wadas dengan adanya perubahan uu
mineral dan batu bara, Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan (unitomo.ac.id), 2022

15 Supardjo sujadi, “kajian tentang Pembangunan Proyek strategis nasional (PSN) Dan
Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila)” Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2018
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Progo DIY sudah sesuai dengan acuan/dasar hukum UU No. 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Akan tetapi
masih belum efektif, karena tidak melihat kepada peraturan lainnya yaitu, perda
RT/RW DIY No 2 Tahun 2010, PP No 28 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah
Jawa dan Bali, dan kepada aspek lainnya yaitu sosial, ekonomi, dan pendidikan
warga yang terdampak, sehingga tidak adil jika hanya memihak kepada keuntungan
pemerintah atau yang terkait saja. Hal ini memunculkan konflik antara pemerintah
dan warga serta antara warga yang menolak dengan warga yang menerima. Warga
yang menolak dan menerima membuat kelompok tersendiri dalam kegiatan sosial
dan keagamaan. kedua, warga melakukan upaya hukum dengan menggugat IPL
bandara di Kulon Progo ke PTUN karena, tidak sesuai dengan tata ruang wilayah,
melanggar Perda RT/RW, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, sehingga
tidak melihat dampak bagi warga dan alam sekitar. Pemerintah tetap ingin
melanjutkan pembangunan bandara di Kulon Progo dengan melakukan kasasi ke
MA, akhirnya MA memutuskan IPL bandara di Kulon Progo sah menurut hukum,
karena pembangunan bandara ini sifatnya Futuristik (kebutuhan mendesak). Upaya
hukum yang dilakukan warga terhenti di kasasi, karena dalam peraturan MA yang
baru upaya hukum dalam proses pengadaan tanah bagi kepentingan umum hanya
sampai ke tingkat kasasi. Warga tetap mengupayakan upaya hukum lain dengan
menggugat yudisial review Perda RT/RW Kulon Progo melalui PN Wates dengan

harapan Perda RT/RW yang baru di batalkan, sehingga IPL otomatis batal .8

16 Muhammad Tsabit Abdullah, “Implementasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum terhadap rencana pembangunan bandara baru di Kabupaten Kulonprogo” Skripsi
UIN Sunan Kalijaga, 2016
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Skripsi Agus Teriyana dengan judul konsiyasi dalam Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum perspektif Magashid syariah, penelitian ini berisi tentang
konsinyasi atau ganti rugi secara maslahah dapat diraih dengan memperhatikan 10
asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012. Dalam proses nya,
Musyawarah antara 2 pihak terkait merupakan suatu proses yang sangat penting.
Tujuan Magashid syariah dan asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun
2012 terdapat kesamaan yakni harus berkeadilan, mensejahterakan dan tidak
mencederai hak kemanusiaan.!’

Skripsi Heppy maharani yang berjudul Tinjauan maslahah terhadap
implementasi Undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum pada ganti rugi pengadaan tanah waduk
Bendo, Sawoo, Ponorogo. Penelitian ini menununjukkan bahwa bentuk dan besaran
ganti rugi sudah sesuai dengan perundang-undangan kebijakan Pemerintah tersebut
membawa maslahat bagi seluruh warga terdampak pembangunan Waduk Bendo.
Cakupan kepentingan umum dalam hukum Islam disebut dengan maslahah al-
ammah karena menyangkut masyarakat luas hal ini terbukti dengan terpenuhinya
tuntutan ganti rugi masyarakat. Prosedur pengadaan tanah dalam penerapannya
kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun kebijakan Pemerintah
membawa maslahat bagi seluruh warga terdampak. Pengadaan tanah untuk

kepentingan umum secara rinci tidak dijelaskan dalam al-Quran dan Hadits,

17 Agus teriyana, “Konsiyasi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum perspektif Magashid syariah” Skripsi
UIN Sunan Kalijaga, 2020
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sehingga dalam penyelesaian hukumnya dapat menggunakan konsep-konsep
maslahah mursalah karena permasalahan yang terdapat dalam pengadaan tanah
untuk kepentingan umum tergolong dalam masalah keduniawian dan bertujuan
untuk kepentingan masyarakat umum atau kemaslahatan umat.8

Thesis Surur Roiqoh dengan judul Pengadaan tanah untuk kepentingan
umum (Kajian perbandingan antara hukum islam dalam konsep maslahah dan
Undang-Undang nomor 2 tahun 2012), hasil penelitian ini berisi pelaksanaan
pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditetapkan oleh pemerintah. Pengadaan
tanah dilakukan melalui jalan musyawarah antar para pihak yang berkepentingan
guna menetapkan lokasi yang akan dijadikan obyek pembangunan dan penilaian
ganti rugi yang timbul dalam praktiknya. setelah adanya kesepakatan ganti rugi
yang diberikan maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah dengan pelepasan hak
atas tanah.®

Dari beberapa literatur yang telah penulis baca, mereka fokus pada objek
yang mereka teliti masing-masing, dimana kebanyakan dari penelitian di atas
berfokus pada masalah pengaturan perundang-undangan, sedangkan apa yang ingin
penulis teliti disini adalah apakah sudah sesuai pengadaan tanah untuk
pertambangan di desa wadas dengan pengaturan Undang-undang pengadaan tanah

dan bagaimana pengadaan tanah secara maslahah.

18 Heppy Maharani, “Tinjauan maslahah terhadap implementasi Undang-undang nomor 2
tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada ganti rugi
pengadaan tanah waduk Bendo, Sawoo, Ponorogo.” Skripsi IAIN Pekalongan, 2020

19 Surur Roiqoh, “Pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Kajian perbandingan antara
hukum islam dalam konsep maslahah dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2012)” Tesis Universitas
Islam Indonesia, 2013
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E. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis data dalam

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Teori Perampasan Tanah

Istilah perampasan tanah atau land grabbing pertama kali muncul pada tahun
2008 dalam laporan yang dilakukan oleh GRAIN (organisasi nirlaba internasional
yang berupaya mendukung gerakan sosial dalam perjuangan sistem pangan yang
dikendalikan masyarakat dan berbasis keanekaragaman hayati). istilah
“perampasan tanah atau land grabbing” tujuan untuk memperingatkan tentang
gejala besar penghilangan pertanian yang dikelola oleh petani kecil dan
berkembangnya ancaman bagi keberlangsungan penghidupan pedesaan di berbagai
tempat di seluruh dunia. Dalam konteks ini, pengambilalihan tanah dalam skala
besar tidak dianggap ideal, namun merupakan skenario yang berbahaya dalam
penguasaan lahan secara langsung. Narasi ini banyak disuarakan oleh para
pendukung pendekatan berbasis keadilan sosial dan hak asasi manusia.
2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama
untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna
karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.
Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum
di artikan sebagai suatu keadaan dimana telah disetujuinya hukum karena adanya

kekuatan yang konkret bagi hukum tersebut.
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Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum,
karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan
menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan

kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya
aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh
atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari
kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu
individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh
Negara terhadap individu.?

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.
Hukum secara hakiki harus pasti dan adil, pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil
karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suati tatanan yang dinilai wajar.
Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat
menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa
dijawab secara normatif, bukan sosiologi. 2!

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang,
melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara puusan hakim yang

satu dan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.??

20 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari llmu Hukum, (Bandung; Penerbit Citra Aditya
Bakti, 1999) him 23.

2l Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, (Yogyakart;
Laksbang Pressindo, 2010) him. 59

22 peter Mahmud Marzuki, Pengantar IImu Hukum, (Jakarta; Kencana Prenadamedia Group, 2008)
him. 137
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Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi
keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh
berfungsi sebagi peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan
kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau
berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian
hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum
positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin

dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

. Teori Maslahah

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat
manusia. Kata kemaslahatan berasal dari bahasa Arab maslahah. Kata maslahah
yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan maslahat, berasal dari bahasa Arab,
yaitu maslahah. Kata maslahah secara etimologi sebagaimana menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia, bahwa kata maslahah berarti sesuatu yang mendatangkan
kebaikan (keselamatan dan lain sebagainya); faedah; guna. Adapun Kemaslahatan
ialah berarti kegunaan; kebaikan; manfaat; kepentingan.?

Maslahah merupakan bentuk masdar dari fi’il salaha (zl<). Dengan
demikian, maka terlihat, bahwa kata maslahah dan kata manfaat yang juga berasal
dari bahasa Arab mempunyai makna atau arti yang sama. Menurut Imam Al-

Ghazali (450-505H.), bahwa pada dasarnya (secara bahasa atau urf), kata al-

23 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesaia, (Jakarta; Gramedia
pustaka utama, 2008) h. 634.
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maslahah menunjuk pengertian meraih manfaat atau menhindarkan kemadharatan
(bahaya).?*

Menurut Lahmuddin Nasution, “dalam kajian syari’at, kata maslahah dapat
dipakai sebagai istilah untuk mengungkapkan pengertian yang khusus, meskipun
tidak lepas dari arti aslinya. Sedangkan arti maslahah adalah menarik manfaat atau
menolak mudarat”?®

Secara terminologi, para ulama mendefinisikan al-maslahah. Menurut Imam
Al-Ghazali?®, bahwa pada dasarnya al-maslahah adalah suatu gambaran meraih
manfaat atau menghindarkan kemadharatan. Akan tetapi, bukan itu yang
dimaksudkan beliau, sebab meraih manfaat dan menghindarkan kemadharatan
adalah tujuan dari kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya.

Yang dimaksudkan oleh beliau, bahwa al-maslahah adalah memelihara
tujuan-tujuan syara’. Uraian Imam Al-Ghazali tersebut dapat dipahami, bahwa al-
maslahah dalam pengertian syar’i ialah meraih manfaat dan menolak kemadharatan
dalam rangka memelihara tujuan syara’, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa,
memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Menggunakan
perkataan lain, bahwa upaya meraih manfaat atau menolak kemadharatan yang
semata-mata demi kepentingan duniawi tanpa mempertimbangkan tujuan syara’.
Apabila bertentangan dengannya, maka tidak dapat disebut dengan al-maslahah,

tetapi merupakan mafsadah. Imam Al-Ghazali berkata bahwa “semua yang

24 Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali, Mustasfa min ilmi al ushul, Juz I, (Beirut;
Dar Al-Kutub Al-lImiyah, 2008) h. 286.

25 | ahmuddin Nasution, Pembaharuan Hukum Islam dalam Mashab Syafi i, (Bandung: PT. Remaja
Rosda Karya, 2001), h. 127.

% Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali, Mustasfa min ilmi al ushul, Juz I, (Beirut;
Dar Al-Kutub Al-lImiyah, 2008) h. 286.
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mengandung pemeliharaan tujuan syara’ yang lima ini merupakan al-maslahah dan
semua yang mengabaikan tujuan ini merupakan mafsadah”. Adapun menolak yang
mengabaikannya itu justru merupakan al-maslahah.?” Salah satu konsep penting dan
fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam filasafat hukum Islam adalah
konsep Magashid syariah yang menegaskan bahwa hukum Islam disyari‘atkan
untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia.

Seorang pemikir Islam yang bernama Imam Asy-Syatiby banyak
menjelaskan tentang teori al-mashlahah (kemaslahatan) dalam karyanya Al-
muwafagat melaui konsep Magashid syariah (tujuan hukum syara”). Syari’at Islam
bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (mashlahah al-ammah) dengan
cara menjadikan aturan hukum syari’ah yang paling utama dan sekaligus menjadi
shalihah i kulli zaman wa makan (kompatibel dengan kebutuhan ruang dan
waktunya) untuk sebuah kehidupan manusia yang adil, bermartabat dan
bermaslahat.

Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka
memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer, yaitu "Di mana ada maslahat,
di sana terdapat hukum Allah."?® Teori maslahah di sini menurut Masdar F. Mas’udi
sama dengan teori keadilan sosial dalam istilah filsafat hukum.?®

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua, Kemanusiaan yang

adil dan beradab, di samping itu juga termuat dalam sila kelima, Keadilan Sosial

27 Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, Cetakan ke I, (Bandung; Pustaka Setia,2011) him.
155.

28 Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti, Dawabit al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah, (Beirut;
Mu'assasah ar-Risalah, 1977) him.12.

29 Masdar F. Mas'udi, “Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah”, Jurnal llmu dan
Kebudayaan Ulumul Qur'an, No.3, Vol. VI, 1995, h. 97.
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bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial
mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya
dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri
sendiri, adil terhadap manusia yang lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan

negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Allah SWT.

. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini termasuk
pada penelitian lapangan (Field Research). Yang mana peneliti terjun langsung
dalam lokasi penelitian guna melihat berbagai aspek yang ada pada penelitian.
2. Sifat penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analis. Dimana penelitian ini dilakukan
dengan cara mengumpulkan data-data yang sesuai dengan sebenarnya kemudian
data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan
gambaran mengenai masalah yang ada.*°
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah
yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai
pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action

pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.’! Atau

30 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. (Bandung:
Alfabeta, 2010), him 206

31 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), him.
134
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dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan
sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk
mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data
yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang
pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.?
4. Sumber data
1. Sumber data Primer
Data ini diperoleh langsung dari sumber data penelitian (responden) yang
sengaja dipilih untuk memperoleh data atau informasi yang mempunyai
relevansi dengan permasalahan dalam penelitian.
2. Sumber data Sekunder
Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan dari dokumen
publikasi artinya data sudah dalam bentuk jadi. Data sekunder terdiri atas:
1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikat berupa
peraturan perundang-undangan.
2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai
bahan hukum primer
3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

32 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) him. 15

33 | Made Wirartha, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis, (Yogyakarta: Andi,
2006), him. 34.
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5. Teknik pengumpulan data
1) Observasi
Dalam observasi ini peneliti menggunakan banyak catatan, datang ke
lapangan, dan melakukan pencarian informasi yang harus dilakukan sendiri
oleh peneliti.
2) Wawancara
Peneliti akan mewawancarai pihak pihak yang bersangkutan dengan
pertanyaan yang memuat poin-poin penting masalah yang ingin digali dari
informan, sehingga informan dapat menjawab dengan pemahaman,
pengertian dan logikanya sendiri, tujuannya adalah untuk memperoleh data
yang akurat dan jelas.
3) Dokumentasi
Dokumentasi, yaitu mencari dan mengumpulkan data atau variabel
dengan cara inventarisasi dan mempelajari data kepustakaan.
6. Teknik pengolahan dan analisis data
1) Pengolahan data
Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
editing data. Peneliti akan memeriksa kembali data-data yang telah terkumpul
dan menjadikannya data yang siap untuk dianalisis.
2) Analisis data
Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif.
analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan berdasarkan data yang

diperoleh, baik merupakan hasil wawancara, observasi, catatan lapangan, atau
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bahan-bahan lain yang kemudian dikembangkan menjadi dugaan-dugaan atau
kesimpulan sementara. Berdasarkan kesimpulan awal yang dirumuskan dari
data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga
dapat disimpulkan apakah dugaan itu dapat diterima atau ditolak berdasarkan
data yang terkumpul.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar
belakang,rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,
kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang
menjelaskan gambaran umum penelitian.

Bab kedua, berisi pemaparan tentang teori yang akan digunakan
untuk  menganalisis permasalahan dalam penelitian ini yaitu teori
perampasan tanah, teori kepastian hukum dan maslahah.

Bab ketiga, berisi uraian terkait pemaparan tentang konflik agraria
yang terjadi di Desa Wadas kecamatan Bener kabupaten Purworejo.

Bab keempat, berisi analisis permasalahan mengacu pada rumusan
masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran

penulisan skripsi ini.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konflik agraria di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo
disebabkan oleh penolakan warga desa wadas terhadap rencana pengadaan tanah
untuk kepentingan umum yang ditujukan sebagai pertambangan batuan andesit
di lahan mereka. Penambangan batuan andesit ini nantinya akan dijadikan
sebagai bahan baku material untuk pembangunan Bendungan Bener. selain itu,
terdapat juga konflik struktural yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sebagai ubahan dari undang-undang
sebelumnya tentang pengadaan tanah tidak memuat pertambangan sebagai salah
satu bentuk dari kepentingan umum. konflik ini diperparah dengan tindak
represif dari aparat terhadap warga yang ingin mempertahankan tanahnya.
Penggunaan regulasi yang tidak tepat dan penggunaan peran aparat negara yang
represif menunjukkan bahwa narasi pembangunan untuk kepentingan umum
tidak tepat dengan apa yang terjadi pada kenyataanya.

2. Jika dilihat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan
pengadaan tanah lainnya, mekanisme pengadaan tanah untuk pertambangan
yang di lakukan di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo kurang
tepat karena dalam Undang-Undang pengadaan tanah sama sekali tidak memuat
pertambangan sebagai salah satu klasifikasi kepentingan umum. selain itu dalam

proses pengadaannya, terdapat beberapa asas yang tidak terpenuhi seperti asas
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keterbukaan, asas keikutsertaan dan asas kesepakatan yang mana masyarakat
wadas sedari awal tidak diberi tahu tentang rencana pertambangan, serta
penolakan-penolakan yang dilakukan olen masyarakat desa wadas tidak di
tanggapi dan ditindaklanjuti dengan baik

3. Menurut pembahasan, pengadaan tanah yang dilakukan di Desa Wadas
Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo belum sesuai dengan prinsip maslahah.
Salah satu metode untuk mendapatkan kemaslahatan adalah dengan musyawarah
mufakat. Namun dalam pelaksanaanya pemerintah menghiraukan penolakan dan
protes yang dilakukan oleh warga. Selain itu pula rencana pertambangan ini
terdapat resiko yang membahayakan warga desa. Hal itu tidak sesuai dengan

tujuan yang terkandung dalam Magashid syariah.

B. Saran

1. Dalam proyek-proyek pembangunan nasional yang bertajuk untuk kepentingan
umum, hendaklah regulasi yang dipakai harus diperhatikan dan dilakukan secara
benar sehingga tidak menimbulkan konflik. Selain itu penggunaan peran sebagai
aparat negara haruslah bijak, jangan sampai aparat negara yang bertugas untuk
melindungi rakyat malah menyerang rakyatnya sendiri.

2. Keputusan tata usaha negara haruslah dibuat secara transparan dan jelas, maka
sebaiknya tidak mencampurkan 2 kegiatan yang mempunyai aturan hukum
berbeda menjadi satu. Pencantuman pertambangan juga harus dijelaskan secara
lengkap, bukan hanya pembangunan bendungan saja. Konflik agraria dapat
diminimalikan jika kriteria pengadaan tanah utuk kepentingan umum benar

benar diterapkan seperti yang ada dalam pengaturan perundang undangan.
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3. Pengadaan tanah harus dilakukan dengan berdasarkan pada kesepakatan yang
mana kesepakatan itu bisa di dapatkan melalui musyawarah. Tujuan
musyawarah adalah untuk menjaga kemaslahatan. meski tidak ada hukum Islam
yang mengatur secara rinci mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan
umum, namun konsep maslahah ini dapat digunakan untuk berijtihad tentang

baik buruknya kegiatan ini.
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